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UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan
hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi

Pembatasan Pelindungan Pasal 26
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal
25 tidak berlaku terhadap:
penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk
pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan
penyediaan informasi akmual;
penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk
kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk
keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah
dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu
pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak
Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser
Fonogram, atau Lembaga Penylaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah).

2. Setiap orang yvang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢, humf d, humt f
dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala
rahmat dan karuniaNya sehingga buku yang berjudul
“Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Keadilan pada Masyarakat Pedesaan” dapat diselesaikan dengan
baik.

Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan
pemahaman mengenal pentingnya implementasi kebijakan
penanggulangan kemiskinan yang berorientas pada prinsip
keadilan, khususnya dalam konteks masyarakat pedesaan.
Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan
multidimensional, sehingga memerlukan kebijakan yang tidak
hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan
pemerataan kesempatan, akses terhadap sumber daya, serta
peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Melalui buku ini, pembaca digiak untuk memahami
berbagai konsep, strategi, dan praktik implementasi kebijakan
yang dapat mendukung terciptanya pembangunan yang lebih adil
dan berkelanjutan di wilayah pedesaan. Diharapkan buku ini
dapat menjadi salah satu sumber referens bagi mahasiswa,
akademisi, pendliti, praktisi, maupun pihak-pihak yang memiliki
perhatian terhadap isu kemiskinan dan pembangunan masyarakat.

Penulis menyadari bahwabuku ini masih memiliki berbagai
keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun
sangat diharapkan demi penyempurnaan pada masa yang akan
datang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat
serta kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan
dan praktik kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan
upaya penanggulangan kemiskinan di masyarakat pedesaan.
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